SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR. 74 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNLUR BALI,

¢ babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 Peraturan Daerah

Provinsl Bali Momor 4 Tahun 2011 tentang Organisast dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Dzerah Provinsi Ball Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daersh, peru
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rinclan Tugas Pokok Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali:

: 1. Undang-Undang Momor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, NMusa Tenggara Barat dan MNusa
Tenggara Timur (Lembaran MNegara Republik  Indonesia
Tahun 1858 Momor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipll

Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 5494);
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12.

13.

14,

15.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemesintaban

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomar 244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
MNomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintaban Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerzh  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 11 Tahun 2008 Tentang
Komunitas Intelijen Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negerd Momor 16 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Manter Dalam Megeri Nomor 11 Tabiur
2006 Tentang Komunitas Intalijen Daerah;

Peraturan Menterd Dalam MNegerd Momor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewaspadaan Dini Masvarakat Di Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Prowvingl Bali (Lembaran Daerah
Pravinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 34 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Pedoman  Fasilitast  Organisasi  Kemasyarakatan  Bidang
Kebudayaan, Keraton Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan
Pengembangan Budaya Daerah:

Peraturan Menteri Dalam MNeger Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian  Dan
Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah;

Peraturan Menterl Dalam Megeri Noemor 36 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

Peraturan Menterl Dalam Megeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organlsasi Masyarakat
Asing DN Daerah;




16. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Dl Daerah;

17. Peraturan Menter Dalam Megeri Nomaor 29 Tahun 2011 Tertang
Pedoman Pemerintah Dasrah Dalam Rangka Revitalisasi dan
Bktuzlisasi Milai-Milai Pancasila;

18.
Pergturan Menteri Dalam Negeri Momor 38 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah;

3 Peraturan Menteri Dalam Meger] Nomor €1 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan EBEvaluasi Perkembangan
Politik Di Daerah;
0, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Pedoman  Pemberian Tonda  Penghargaan  Pembauran
Kebangsaan,

1. peraturan Menteri Daiam Negeri Nomaor 71 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

22, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomaor 21 Tahun 2013 Tentang
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Markotika;

23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provins) Bali
(Lemnbaran Daerah Provinsl Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Ball Nomor 4), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturzn Daerah
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Keria Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Momor 4 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAMN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALL

BAE 1
KETENTUAN LIMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengarn;

1, Gubernur adalah Gubernur Bali,

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provins! Bali.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut
Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
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4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya
disebut Kepala Badan adalgh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Pravinsi Ball.

BAB II
TUGAS POKOK BADAN
Pasal 2

Badan sebagai unsur pendukung Kepala Daerah mempunyai tugas
melzksanakan penyusunan dan pelaksanzan kebijakan daerah bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Megeri,

BAB II1
FLUNGSI BADAN
Pasal 3

Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesual dengan lingkup tugasnya;

b. pemberlan  dukuncgan atas penyelenggaraan  pemerintahan
daerah sesual dengan lingkup tugasnya;

€. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesual dengan lingkup
tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan fugas dan fungsinya.

BAB IV
RINCIAMN TUGAS KERALA BADAN
Pasal 4

kepala Badan mempunyal tugas:

a. MENyUsUn rencana dan program kerja Badan;

b. mengkoordinasikan penyusurnan rencana dan program  kerja
Badan;

€. merumuskan kebijakan umum Badan serta menyalenggarakan

administras| herdasarkan kewenangan;

mendistribusikan tugas kepada bawahan;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;

melakukan pengendzlian  terhadap pelayanan umum  dan

perizinan;

membina bawahan dalam pencapalan program Badan;

mengevaiuasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan:

melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
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mengkoordinasikan hasll monitoring, evaluasi, dan pelaporan
hasil pelaksamaan kegiatan Badan pada setiap : bulan, triwulan,
semester, dan tahunan;

melaksapakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesusi dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melgporkan hasil pelgksanaan tugas kepada Gubernur melalul
Sekretaris Daerah,

BAB W
RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas:

d.
b.

.
d.

T wmp
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menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
mengkoordinasikan program  kerfa masing-masing Kepala Sub
Bagian;

mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;

membimbing dan member petunjuk kepada Kepala Sub Bagian
dan bawahan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang
beriaku;

menilai prestasi keria bawahan;

melzkukan koordinasi dengan para Kepala Bidang,
mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan; penyusunan
program evaluasi dan monitaring; umum dan kepegawaian;
mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan
pada sekretariat dan bidang untuk disampalkan kepada Kepala
Badan;

mengkoordinasikan hasil menitoring, evaluasi dan petaporan hasil
pelaksanaan keglatan pada sekretarizt dan  bidang setiap ;
bulan, triwulan, ssmester dan tahunan untuk disampaikan
kepada Kepala Badan,

melaksanakan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinzsan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Baglan Kedua
Kepala Sub Bagian

Pasal &

(1) Kepala Sub Baglan Umum dan Kepagawalan mempunyzai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
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menilai prestasi kerja bawahan;

melakukan penyusunan anggaran/pemblayvaan kegiatan di
Sub Bagian urtuk disampaikan kepada Sekretaris;
melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap : bulan, triwulan,
semester dan  tahunan untuk disampaikan kepada
Sekretaris;

melaksanakan penerimzan, pendistribusian dan pengiriman
surat;

melaksanakan urusan rumah tanggas;

melaksanakan administrasl Pegawal ASN;

penatausahaan barang milik daerah;

menyizpkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan
struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban
keria;

menylapkan dan meneliti bahan penyusunan praduk hukum
daerah, kehumasan dan keprotokalan;

melaksanakan Sistermn Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oieh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku,
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

{2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a.
b.

ee on

=7

j.

menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang beraku;

menilal prestasl kerja bawahan;

melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan  tunjangan
lainnya;

melaksanakan penatausahaan keuangan;

melaksanakan pengawasan keuangan;

menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungiawaban
keuanganm;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
dtasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan;

melaparkan hasil pelaksanaan fugas kepada Sekretaris;

{3} Kepala Sub Bagian Penyusunan Pragram, Bvaluasl dan Pelaporan
mempunyai tugas:

a.
b.

C.
d.

menysun rencana dan program kerja Sub Bagizn;
membimbing dan member petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan,;

melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di
Sub Bagizn untuk disampaikan kepada Sekretaris;
menghimpun  penyusunan  anggaran/pembiayvaan  kegiatan
pada sekretarist dan  masing-masing  bidang untuk
disampaikan kepada Sekretaris;
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f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasl
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretsriat dan
masing-masing bidang setiep; bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris:

g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Rencana
Stateiix (RENSTRA);

h. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;

l.  melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

}. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan aleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan;

k. melaperkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretarls.

BAB V]
RIMCIAN TUGAS BIDANG
Bagian Kesatu

Bidang Kewaspadaan Dini

Pasal 7

Kepzla Bidang Kewaspadaan Dinl mempunyal tugas:

b.
o
d.

S om

MENYUsUN rencana gan program kerja Bidang;
mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang
dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
beriaku;

menilai prestasi ketja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegistan
pacda Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui
Sekretaris;

mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaparan hasil
pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melzlui
Sekretaris;

menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang
kewaspadaan dinl, kerjasama Intelkam, bina masyarakat,
penanganan konflikk pemerintah, penanganan konflik =oslal,
pengawasan orang asing dan lembaga asing;

menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi
parumusan  kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dinl,
kerjasama intelkam, bina masyarakat, penanganan konfilk sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing;

mengkoordinasikan dan memfasilitas| permbinaan
penyelanggaraan pemerintahan  (bimbingan, supervis dan
konsultasi, PEMENCanaan, penelitian, pemantauan,

pengembangan dan evalugsi) di bidang kewaspadaan dini,
kerjgsama intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga asing;
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(1)

mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,
penanganan konfilk pemerintahan, penanganan konflik sosial,
peEngawasan arang asing dan lembaga asing;

memfasilitasi dan  meningkatkan kapasitas aparatur Badan
Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan masyarakat di bidang
kewaspadaan  dinl, kerjasama intelkam, bina masyarakat,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lalnnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasll pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
melalui Sekretarls.

Pas=al &

Kepala Sub Bidang Deteksl Dini mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e, melakukan monitoring, evaluasl dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Sub Bidang setlap : bulan, triwulan,
semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala
Bidang;

. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam;

g. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan fasilitasi
perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bekerjasama dengan instansi/perangkat
daerah berkait;

h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan, penelitian, permantauan,
pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini
dan kerjasama intelkam;

I. mengawasl penyelenggaraan  pemerintahan  dibidang
kewaspadaan dini dan kerjasama Intelkam;

§. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur Badan

Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di
bidang kewaspacaan dini dan intslkam;

k. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

. melaksanakan tugas kedinasan lainmya yvang ditugaskan oleh

atasan zesuail dengan padoman dan ketentuan yvang berlaku;
dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

586



(2) Kepala Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi dan Kondisi
Daerah mempumyai tugas:

a.
b.

g,
d.

menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
membimbing dan memberi petunjuk ¥epada bawahan sesudi
dengan pedoman dan ketentuan yvang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun anggaran/pembiayvaan kegiatan Sub Bidang unfuk
disampalkan kepada Kepala Bidang;

melakukan manitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap @ bulan, triwulan,
semester dan tahunan untuk disampalkan kepada Kepala
Bidang;

menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di
hidang bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konfilk sosial, pengawasan orang asing dan
lermbaga asing,

menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan
memfastlitasi perumusan kebijakan fteknis di bidang bina
masyarakat, penanganan konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga asing bekerjasama  dengan
instansi/lembaga dan satuan kerja terkatt;
mengkoordinasikan  dan memfasilitas| pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perancanaan, penelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) d bidang bina masyarakat,
penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan
lembaga asing;

mengawasi penyelenggarasn pemerintahan di bidang bina
masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur Badan
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat di
bidang bina masyarakat, pananganan konflik Pemerintanan,
penanganan konflik soslal, pengawasan orang asing dan
lembaga asing;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dituegaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang beraku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Bidang Palitix Dalam MNegeri

Fasal 9

Kepala Bidang Palitik Dalam Neger mempunyal tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
C. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
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membimbing dan member petunjuk kepada Kepala Sub Bidang
dan bawahan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang
bertaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pemiayaan kegiatan
pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalul
Sekretaris;

menakoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap © bulan, triwulan,
semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan
melalul Sekretaris;

menyalenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis di
bidang sistem dan implementas! politik;

menvelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang
sisten dan implementasi politik;

menyelenggarakan  koordinasi  dan fasilitasi  pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi,
konsultasi, pErencanaan, penelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implemantas
politik;

menyelenggarakan pengawasan pemerintahan bidang kesatuan
bangsa, politik dan sistem implementasi politik;

melaksanakan Sistern Pengendalian Intem Pemerintah;
melaksanakan tugas kedingsan lainnya yang ditugaskan cleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan vang berlaku;
dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui

Sekretaris,

Pasal 10

(1) Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilu mempunyal tugas:

a, menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang beraku;

c. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e, melgkukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan,
semesber dan tshunan untuk disampaikan kepada Kepala
Bidang;

f. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis
dalam bidang fasilitasi Pemilu, Pilpres, Pilkada skala Provinsi,
pendidikan politik dan pengembangan budaya politik;

0. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegistan di
bidang Pemilu, Pilpres, Pilkada skala Provinsi, pendidikan
politik dan pengembangan budaya politik;

h. menyelenggarakan koordinasi dan fasiitasi penyelenggaraan
Pemilu, Pilpres, Filkada skala Provinsi, pendidikan politik dan
pengembangzan budaya politik;

I. menyelenggarakan pengawasan Pemilu, Filpres dan Pilkada
skala Provinsl;

j.  melaksanakan Sistem Pengendalian Interm Pemerirtah;
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k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
alasan sesuzi fengan padoman dan ketentuan yang berlakl;
dlar

| rmelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang,

(2} kepala Sub Bicang Hubungan Kelembagaan mempunyal wigas:

2, menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;

B. rmemoimbing dan memberi petunjuk kepada bawaban sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

€. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

& melakukan manitaring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap © bulan, triveslan,
semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala
Bidang;

f. menyelenggarkan  koardinasi penstapan  kebijakan teknis
tentang kelembagaan crganisasi kemasyarakatan, hubungan
pemerintahan dan legisiatif dan kelembagaan partai palitik g;

0. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di
bidang kelembagaan organisasi kemasyarakatan,
pemerintahan dan kelembagaan partai politik;

h. menyelenggarskan koordinasi dan fasilitasl kelembagaan
orgznisasi kemasyarakatan, pemerintahan dan kelembagaan
partal politik;

. melaksanakan Sisterm Pengendalian Interm Pemerintah;

§.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
gtasan sesusi dengan pedoman dan ketentuan yang barlaku;
dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang,

Baglan Ketiga
Pasal 11

Bidang Ketahanan Masional

Kepala Bidang Ketahanan Masional meampunyai tugas:

d.

b.
c
d

i o]

MENYUsUN rencana dan program kerja Bidang;
mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
mengkaardinasikan para Kepala Sub Bidang;

membimbing dan member petunjul kepada Kepala Sub Bidang
gan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaky;

menilai prestasi kerja bawahan;

mengkaardinasikan penvusuran anggaran/pembiayaan kegistan
pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui
Sekretaris;

mengkoordinasikan hasil monitoring, cvaluasi dan pelaporan
haszil polaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan,
semesmer dan tahunan untuk disampalkan kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris;



h.  menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang
ketahanan ideclogl Megara dan wawasan kebangsaan, bela
Megara, pembauran bangsa, akulturasi budzya, nilai-nilai sejarah
kebangsaan, penghargaan kebangssan, kerukunan umat
beragama dan kepercayaan bekerjasama dengan
instansiflembaga dan satuan kerja terkait;

L. menylapkan bahan masukan materl kebljakan, mediasi dan
fasilitasl perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan
ideclegl Negara dan wawasan kebangsaan, bela Negars,
pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai-nilal  sejarah
kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan  umat
beragama, dan kepercayaan bekerjasama  dengan
instansi/lembaga dan satuan kerja terkalt;

mengkaordinasikan dan memfasilitas pembinaan

penyelenggaraan  pemerintahan  (bimbingan,  supervisi,

konsultasl, perencanaan, peneiitian, pengembangan  dan
evaluasl) ketahanan ideclogi Negara dan wawasan kebangsaan,
bela Negara, pembauran bangsa, akulturasl budaya;

k. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

L. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui
Sekretaris,

o
5

Pasal 12

(1} Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program Kerfa Sub Bidang;

b. membimbing dan memberl petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

€. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menmyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk
disampaikan kepacla Kepala Bidang;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan,
sermester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala
Bidang;

f. menyusun can merumuskan rencana  kebijakan teknis
(merujuk  pada kebijakan umum nasional) df  bidang
ketahanan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama
dan kepercayaan, pembauran bangsa dan akulturasi budaya
berdasar kebijakan;

g. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan fasilitasi
perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan wawasan
kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, dan akulturasi
budaya bekerjasama dengan Instansi/lembaga/satuan kerja
terkait;

h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan
penyelengoaraan  pemerintaban  (bimbingan,  supervisi,
konsultasi, perencanaan, penelitian, pengembangan dan
avaluasl) di bidang ketahanan wawasan kebangsaan, bela
nedara, pembauran bangsa dan akulturasi budaya;
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i. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur Badan
Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan masyarakat di
bidang ketahanan wawasan kebangsaan, bela MNegara,
pembauran bangsa dan akulturasi budaya;

j.  melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

k. melaksanakan tugas kadinasan lainnya yang ditugaskan oleh
gtasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

l.  melaporkan hasil pelzksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Bina Ideologi mempunyal tugas:

8. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sasuai
dengan pedoman dan ketentuan yang bedaky;

C. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kagiatan Sub Bidang untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

g, melakukan monitaring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Sub Bldang setlap : bulan, triwulan,
samester dan tahunan untuk disampalkan kepada Hepala
Bidang;

f. menyusun dan merumuskan rencana kebljakan teknis di
bidang ketahanan Idecloal dan radikalisme bekerjasama
dengan instansi/lembaga dan satuan kerja terkait;

g. menyiapkan bahan masukan materi kebijakan, mediasi dan
fasilitasi perumusan kebljakan teknis di bidang ketahanan
ideologi bekerjasama dengan instansi/lembaga dan satuan
kerja terkait;

k., mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan
peryelenggaraan  pemerintghan  (bimbingan, supenvisi,
konsultasl, perencanaan, penelitian, pengembangan dan
evaluasi) di bidang ketahanan ideologi;

i. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur Badan
Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan masyarakat di
bidang bina ideologi;
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaky;
dan
|, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang,

o

BaB VII
KELOMPOK JABATAMN FUNGSIONAL
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan
keahlian dan ksbutuhan
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BAaB VIII
KETENTLIAN PENUTUP
Pasal 14

(1) Pada s=aat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Bali Momor B3 Tahun 2011 Tentang Rindan Tugas
Pokok Badan Xesatuan Bangsa Dan Polittk Provinsi Bali (Berita
Daerah Provinsl Bali Tahun 2011 Momer 85) , dicabut dan
dimyatakan tidak berlaku,

{2} Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember
2015

Agar selisp orang mengeizhuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Bali.

Ditetaphan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2015

GUBERNUR BALL,
ktd

MADE MANGEL PASTIKA

Diundangkan di Donpasar
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALL
tid
COKORDA NGURAH PEMAYUN
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 74

Sallnan seswal dengan aslinya

Hapnwum dan HAM Setda Provinsi Bali,
;ynﬁﬁ.ﬂz SH.MH
embina Utama Muda

NIP, 19651231 198603 1 175
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